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Abstract: This article aims to find out and describe the views of shari’ah business ethics on the practice of oligopoly in clothing businesses in the Gus Dur Jombang tomb religious tourism market. With a qualitative approach to the type of field research, data from observations, interviews and documentation are analyzed deductively by taking theory or rules of shari'ah business ethics related to oligopoly, then the theory is drawn to the facts or facts of the case in the field. The results showed that the practice of oligopoly in the clothing business in the market of Gus Dur Jombang's tomb religious tourism area was seen as violating Shari'ah's business ethics. There are two categories of business actors with oligopolistic practices, both of which have the same goal, namely to seek maximum profits by harming and killing potential and reducing business results to control market share without the fulfillment of fair and balanced aspects. The obstacle faced by the management in the Market Management of Gus Dur Jombang tomb religious tourism area is not having the authority to manage the market located in the second zone (Dsn Seblak, Tebuireng and Kwaron) and the third zone (pondok Tebuireng). So that the management of the UPTD can not do anything except manage at the point of zone one.
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Abstrak: artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan etika bisnis syari’ah terhadap praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang. Dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan, data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis secara Deduktif dengan mengambil teori, atau dalil/kaidah etika bisnis syari’ah terkait oligopoli, kemudian dari teori tersebut ditarik kepada kenyataan atau fakta kasus di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang dipandang telah melanggar etika bisnis Syari’ah. Terdapat dua kategori pelaku usaha dengan praktek oligopoli yang keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan dan mematikan potensi serta mengurangi hasil usaha untuk menguasai pangsa pasar dengan tidak terpenuhinya aspek adil dan berimbang. kendala yang dihadapi oleh Pihak pengelola dalam Pengelolaan Pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang adalah  tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pasar yang terletak di Zona ke-dua (Dsn. Seblak, Tebuireng dan Kwaron) dan Zona ke-tiga (pondok Tebuireng). Sehimgga secara menejeman pihak UPTD tidak  dapat berbuat apapun kecuali mengelola pada titik zona satu.
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PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan kemampuan rakyat yang kokoh terletak pada maksimalnya perekonomian suatu Negara. Ada banyak hal untuk mencari jalan agar kokohnya sebuah Negara menjadi maksimal salah satunya adalah Pasar, dalam manajemen Pasar ada yang namanya kesehatan Pasar, macam-macamnya adalah pasar Uang, Pasar tenaga Kerja, ataupun Pasar barang. Unsur terpenting dalam kemajuan suatu pasar terletak pada kesehatan suatu pasar melalui mekanisme dalam keseimbangan harga, yakni pada tingkat harga tertentu kesesuaian harga barang dan barang yang ditawarkan harus sama. Pelanggaran atas permainan harga yang kurang stabil, kurang sehat, bahkan ada diskriminasi pada putaran harga tertentu akan mengakibatkan terganggunya hak rakyat atas layanan mekanisme pasar yang sehat
. 

Jika potensi pasar diketahui dan diyakini tersedia cukup besar serta menjanjikan keuntungan, maka kegiatan produksi, pengadaan barang dan modal serta ketenagakerjaan sebenarnya hanyalah ikutan dan mendukung terhadap kegiatan mengidentifikasi pasar dan pemasaran dalam rangka merealisasikan pemanfaatan potensi pasar tersebut. Karena itu memahami kondisi dan segala karakteristik pasar adalah langkah awal yang cukup penting, karena yang dilakukan dalam kegiatan ini akan merekomendasikan apa yang harus dibuat dan dilakukan sesuai dengan harapan, keinginan dan kebutuhan pasarnya yang dituju dan dijadikan target. Dengan demikian diharapkan reaksi pasar akan diprediksi memiliki loyalitas dan apresiasi pada konsumen. Maka kondisi itu akan menjamin pasar akan terus hidup dan berkembang serta maju dalam waktu yang panjang karena memperoleh dukungan dari konsumen.Kegiatan masyarakat khususnya bermuamalah peran dari seorang produsen sangatlah penting, yakni memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Tidak terkecuali pasar yang berada di kawasan wisata religi makan Gus Dur, dengan banyaknya para peziarah yang datang di kawasan tersebut untuk berziarah, maka semakin membuka peluang berbisnis bagi masyarakat sekitar yang menjual oleh-oleh khas Gus Dur dari buah, kue kering, kerupuk, peralatan tradisional, serta segala macam jenis pakaian termasuk pakaian jadi dengan bahan dasar batik.

Menurut Muhammad (2000:19), dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pengembangan bisnis dan wilayah halal haramnya bisnis dalam Islam dikaji dalam etika bisnis syariah karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah telah terpenuhi berarti telah nyata kemaslahatan mereka seorang ahli hukum yang muslim tentunya mensyariatkan hukum  dalam berbagai sektor kegiatan manusia untuk merealisasikan pokok-pokok daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah bagi perorangan dan masyarakat. Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah Al-Qur’an dan Hadith akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika pelaku bisnis syari’ah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis dengan takwa, sederhana, melayani dengan baik dan amanah secara terus-menerus.
 
Dalam dunia usaha selalu ada yang dinamakan persaingan bisnis, yang secara sederhana biasa didefinisikan sebagai persaingan antar penjual didalam merebut pembeli atau pangsa pasar.

 Manusia layak bersyukur bahwa di era reformasi ini telah lahir suatu produk perundang-undangan yang sangat penting bagi upaya penyehatan perekonomian nasional, yaitu Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Satu hal yang perlu menjadi catatan bahwa produk hukum ini muncul dari usul inisiatif DPR-RI, suatu hak konstitusional wakil rakyat yang baru pertama kali digunakan dalam kurun waktu 32 tahun setelah Orde Baru berkuasa.Meskipun sangat terlambat kita menyambut dengan gembira lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang disahkan Pemerintah tanggal 5 Maret 1999. Proses kelahiran Undang-Undang ini secara khusus digaris bawahi karena mengandung makna yang fundamental dan bukan sekedar masalah prosedur teknis legislasi dan citra politis semata. Usul inisiatif secara prinsip mengekspresikan partisipasi publik dan dunia usaha.

Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kebijaksanaan pemerintah dalam memandu laju perekonomian melalui mekanisme ekonomi pasar, kegiatan usaha pada setiap lapisan masyarakat serta menyangkut semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan ekonomi, perlu dilandasi oleh ketentuan hukum yang mendorong bekerjanya mekanisme ekonomi pasar yang baik dan wajar. Untuk itu ketentuan hukum yang memberikan landasan bagi terselenggaranya persaingan yang sehat dan wajar dalam dunia usaha perlu ditegakkan. Ketentuan hukum ini sangat penting agar efisiensi ekonomi dapat diraih melalui interaksi kekuatan pasar.

Dalam hal inilah peran pranata hukum tentang Anti Monopoli dan persaingan yang wajar menjamin berfungsinya mekanisme ekonomi pasar yang terkendali. Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang, diharapkan dapat memberikan aturan main kepada para pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hendaklah diberi nama larangan praktik monopoli. Di beberapa Negara Undang-Undang semacam ini lazim disebut Undang-Undang Anti Monopoli.
 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan besarnya keuntungan terhadap pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha tersebut tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan itu termasuk dalam praktek-praktek yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, yakni praktek oligopoli, dimana oligopoli adalah suatu keadaan pasar yang di dalamnya hanya terdapat sedikit produsen yang masing-masing menjual produk tertentu dengan banyak pembeli. 

Tak lepas dari hal tersebut, praktek oligopoli ini secara tak langsung berdampak negatif yakni semacam keseragaman perilaku oligopolis terutama dalam bentuk praktek-praktek kerjasama yang hampir tidak memberikan kesempatan pada pihak lain yaitu kompetitornya. Sehingga dalam keadaan terpaksa tidak dapat menghindarkan diri dari praktek yang dilarang tersebut. Salah satu permasalahan tingkah laku pelaku usaha seperti di pasar kawasan wisata makam Gus Dur. 
Rumusan Masalah
Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis syari’ah terhadap praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang? 
2. Bagaimana praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang? 
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Pihak pengelola dalam Pengelolaan Pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang?
Tujuan


Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mendeskripsikan:

1. etika bisnis syari’ah terhadap praktek pelaku usaha Pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang;  
2. praktek oligopoli pada pelaku usaha Pakaian dipasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang; dan
3. kendala yang dihadapi oleh Pihak pengelola dalam Pengelolaan Pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kawasan wisata religi Gus Dur untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok dan lembaga atau masyarakat.
 

Data diperoleh dari objek wisata melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk menggali dan mendapatkan deskripsi etika bisnis syari’ah terhadap praktek oligopoli pada pelaku usaha di pasar Kawasan wisata religi makam Gus Dur.

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Deduktif yaitu mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Dalam aplikasinya, hal ini dilakukan dengan cara mengambil teori, atau dalil/kaidah normatif hukum Islam terkait oligopoli, kemudian dari teori tersebut ditarik kepada kenyataan atau fakta kasus di lapangan, yakni tinjauan etika bisnis syari’ah terhadap praktek oligopoli pada pelaku usaha di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang.

2. Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat populasi dan hubungan antara yang sedang diteliti.
 Metode ini diperlukan untuk menggambarkan tentang praktek oligopoli pada pelaku usaha di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang.

HASIL PENELITIAN

Islam menekankan sisi moralitas dalam semua kegiatan yang dilakukan manusia, oleh karena itu hukum-hukum yang ditetapkan Allah termasuk dalam aspek ekonomi atau bisnis, harus memiliki suatu keterkaitan. Keberhasilan dalam pandangan ekonomi Islam terletak pada kesesuaian antara kebutuhan moral dan material. Jika moralitas dipisahkan dari suatu kegiatan ekonomi, maka stabilitas dan keseimbangan sosial akan sangat rapuh dan akhirnya akan runtuh. Karena saat itu yang terjadi adalah persaingan tidak sehat, curiga-mencurigai, dan kerja sama yang tidak saling menguntungkan. 

Dari sudut pandang ekonomi, harta atau kekayaan itu tidak berlimpah, tidak mudah didapat atau terbatas jumlahnya. Harta dapat dimanfaatkan oleh orang perorang dan dapat diberikan kepada orang lain. Harta dalam masyarakat sama dengan darah dalam tubuh manusia. Karena darah harus beredar ke seluruh tubuh agar seluruh organ, sesuai dengan kebutuhan dan posisinya, maka harta juga haru beredar di antara semua lapisan masyarakat agar semua masyarakat dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, jika harta hanya dikuasai kelas tertentu, maka anggota-anggota masyarakat juga tak mungkin dapat melakukan upaya terkoordinasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Dari sinilah kemudian muncul beberapa etika Islam seperti larangan menimbun harta, larangan monopoli/oligopoli, larangan berlaku curang dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Taimiyyah (661-728H/1238-1268 M) dan Ibnu al-Qayyim (w. 751H/1350 M) pernah memperingatkan wali hisbah untuk benar-benar memberatkan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat. Dengan adanya wali hisbah tersebut maka pelaku usaha dapat lebih waspada apabila akan melakukan penipuan terhadap konsumen.

Dalam kegiatan bisnis, persaingan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Persaingan sehat secara ideal memiliki banyak aspek positif, meskipun pelaku usaha yang nakal sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Dikatakan demikian, sebab usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan berlimpah melalui banyaknya pembelian, akhirnya terpaksa harus bersaing dengan penjual lainnya yang sejenis. Bahkan tidak jarang para pelaku usaha menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan  pengusaha lainnya untuk menguasai pangsa pasar. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat, tak terkecuali praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makan Gus Dur Jombang.

Setidaknya praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu, Pertama, pelaku usaha yang melakukan oligopoli dengan praktek anti persaingan (anti competition). Hal ini dapat dijumpai dari adanya beberapa pelaku usaha yang menetapkan harga di bawah harga umum, dengan maksud menguasai pangsa pasar di bawah satu pelaku usaha. Bahkan bertambah ironis, karena adanya persyaratan khusus yang diberikan untuk melancarkan maksud penguasaan pangsa pasar dan mematikan pelaku usaha yang lain.  Kedua, pelaku usaha yang melakukan oligopoli dengan praktek persaingan curang (unfair competition practice). Hal ini dapat dijumpai dari penuturan M. Natsir (informan) bahwa telah terdapat satu agen besar yang menyuplai pakaian muslim yang saat datang membawa ‘dagangannya’ selalu dini hari dan menyebarkan beberapa tim (anak buahnya) karna memang model yang dibawa selalu berbeda dengan lainya, serta harganya selalu di bawah harga pasar. Tujuannya pelaku usaha akan dimonopoli oleh produk dagangannya saja. Bahkan dari 71 pelaku usaha 75% mengaku mengambil pada 1 Agen pakaian (batik), Kaos, pakaian muslim menengah ke bawah karena harganya jauh dari pasaran dan dapat ambil dahulu tanpa uang muka
. 

 Praktek oligopoli sebagaimana telah penulis singgung di atas, merupakan sebuah praktek yang dilarang dalam Islam. Haram di sini bukanlah haram li dzatih (keharaman yang melekat pada zatnya) melainkan haram lighoirih (keharaman selain zatnya). Mengapa demikian? Karena dalam Islam dalam bermu’amalah menganut asas keadilan yang mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Asas ini juga mengandung makna bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang. Namun hal ini tidak djumpai pada pelaku usaha disini karena pelaku usaha melakukan tadlis harga, yakkni menjual barang dengan harga lebih tinggi/rendah dari harga pasar pada umumnya. Aspek berimbang juga tidak terpenuhi karena hasil yang seharusnya dapat diperoleh lebih maksimal dari kreatifitas usaha dimatikan dengan adanya persyaratan khusus yang dibentuk sebagai sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Maka tidak berlebihan jika dalam hal ini dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut tanpa belas kasihan telah merampas keuntungan yang sangat besar dari para konsumen. Jika perilaku oligopolis tersebut dibiarkan merajalela dan bahkan sampai mendarah daging tanpa adanya penanganan yang tepat, jelas dalam hal ini para konsumen akan semakin menderita. Tidak hanya itu, dampak dari perilaku oligopolis tersebut akan menghilangkan harapan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat.

Larangan monopoli dan oligopoli adalah bagian dari hukum pasar (ahkam al-suq) yang diatur oleh syari’at Islam. Hukum pasar tersebut sebagian besar masih dalam bentuk norma-norma dasar, baik yang dituliskan dalam Al-Qur’an maupun perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad saw. 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadith yang menerangkan tentang monopoli dan oligopoli yakni sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa’ (4) :29)
Menurut peneliti, istilah “wa la taqthuluu anfusaqum” disini bukan hanya terkait dengan dengan nyawa, melainkan mematikan segenap potensi yang dimiliki oleh seseorang adalah dilarang, termasuk dalam hal ini potensi untuk mengembangkan usaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperoleh hasil yang maksimal dari usahanya. Oleh karenanya, dikenal selanjutnya istilah asas la dharar wa la dhirar (tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain). Hal ini dapat dijumpai dalam sebuah hadis sebagai berikut :

عَـنِ ابْـنِ هُـرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَـنْهُ أَنَّ النَّـبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَـيْهِ وَسَـلَّـمَ نَـهَـى أَنْ يَـبِـيْـعَ حَاضِـرٌ لِبَادٍ وَأَنْ يَـتَـنَا جَـشُـوْا 
Dari Abu Hurairah ra berkata : “ bahwa Nabi saw melarang orang kota menjual kepada orang desa, dan beliau saw melarang saling melakukan najsyi (yaitu saling meninggikan tawaran harga barang supaya orang lain membeli dengan harga tinggi).

حَـدَّثَنَا عَـبْدُ اللَّهِ بْـنُ مَـسْلَمَةَ حَـدَّثَنَا مَالِكٌ عَـنْ نَافِعٍ عَـنْ ابْنِ عُـمَـرَ رَضِـيَ اللَّهُ عَـنْهُـمَا قَالَ نَـهَـى الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَـيْهِ وَسَـلَّـمَ عَـنْ النَّجْشِ
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma berkata : “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain”

KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PIHAK PENGELOLA PASAR KAWASAN WISATA RELIGI MAKAM GUS DUR 
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain.
 Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Termasuk diantaranya adalah pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur.

Pasar yang terletak diantara tiga zona ini membuat banyak sekali kendala dalam pengelolaanya. Menurut Kepala UPTD, Purwanto, SIP., M.SI bahwa hal ini disebabkan karena tiga titik zona tersebut terdiri dari Zona  Pertama hanya Area Terminal Kawasan wisata religi yang dibawah UPTD KWS. Untuk Zona kedua ada diantara 3 Dusun. Yaitu Dusun Tebuireng, Seblak dan Kwaron serta zona ke 3 adalah zona yang dibawah pantauan Pondok Pesantren Tebuireng. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa Dinas pariwisata untuk kawasan makam Gus Dur ini tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pasar yang terletak di Zona ke dua dan Zona ke tiga tersebut. Sehimgga secara menejeman pihak UPTD tidak  dapat berbuat apapun kecuali mengelola pada titik zona satu.

SIMPULAN 

Praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang dipandang telah melanggar etika bisnis Syari’ah. Hal ini disinyalir dari adanya praktek penguasaan harga dan barang pada satu kelas pelaku usaha tertentu ditambah dengan adanya sistem transaksi dan persyaratan tertentu yang dapat merugikan orang lain.
Di pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang telah terdapat dua kategori pelaku usaha dengan praktek oligopoli pada pelaku usaha pakaian, namun kedua kategori tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan orang lain, yakni mematikan potensi dan mengurangi hasil usaha, menguasai pangsa pasar serta tidak terpenuhinya aspek adil dan berimbang. Kedua kategori ini dilarang dalam Islam

Kendala yang dihadapi oleh Pihak pengelola dalam Pengelolaan Pasar kawasan wisata religi makam Gus Dur Jombang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pasar yang terletak di Zona ke-dua (Dsn. Seblak, Tebuireng dan Kwaron) dan Zona ke-tiga (pondok Tebuireng). Sehimgga secara menejeman pihak UPTD tidak  dapat berbuat apapun kecuali mengelola pada titik zona satu.
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